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AGAMA PROVINSI ACEH




KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR &tq4 TAHUN 2018
TENTANG
FEMBERIAN IZIN OFPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUSSALAMAH TEUPIN RAYA
KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUFATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Menimbang : a,

b

Mengingat 1 1

TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
varg bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat
metalui  organisasl Dorbadan ok unluk  menyeledggaoakai
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidilean;

bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Deﬁan&men Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2009 Tanggal
2 Marer 2000 tentang Persetuiuan Pendirisn Madrazah Alivah
Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam telah habis masa berlakunya;

bahwa madrasah sebagaimana rtercantum dalam Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan pérpanjangan izin
pendirian /operasional madrasah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian
Madrasah Alivah Swasta Darnussalamah Teupin Raya Recamatan
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Tahun 2018;

MUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4301);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Masional Pendidiltan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubgh dengsn Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nemor 45, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indoneaia
MNomor S670);
3. Peraturan i‘.



10,

11.

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

- Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambsahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementérian

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Teanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah; :

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010

tentang  Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 464);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tehun 2012 {eniang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 851);

-Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penvelenggarat Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014  tentang Petunjuk Tekmis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomear SBRS Tahun
2013 tentang Petumjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

MEMUTUSKAN. &



Menetaplkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPFAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN [IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  ALIYAH  SWASTA
DARUSSALAMAH TEUPIN RAYA KECAMATAN GLUMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE PROVINS] ACEH TAHUN 2018,

Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Femberian izin operasivnal sebagaimana dimaksud dalam diktum

RESATU dapat dicabut apabila madrasah vang bersangkutan

melakukan pelanggaran  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU berlaku selama 4 (empai) Tahun dan dapat diperpanjang
kermbali apabila meéemenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

Femberian izin operasional sebagaimana di maksud dalam diktum

RETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang

dizsampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 November 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
HEPALA KANTOR WILAYAH
EEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

pr. Y




KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

Menimbang

Mengingat
-

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Ln

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk

memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran

Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan,

. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun tahun 2003;
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990

tentang Pendidikan Menengah;

. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok

Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Rl Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah

Aliyah;

. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum

Madrasah Aliyah;

. Keputusan Menteri Agama RI Nomeor 1 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama;

. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 742 tahun 1997 tentang Status

Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lIslam

Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-sayarat dan Tatacara Pendirian
Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan
Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah
Swasta di 5"}.,“’““ Indonesia;

. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor

DJ.11/408/2003 tentang Pedoman Akredetasi Madrasah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan :

W —

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kelulusan, Standar Isi dan Standar Kompetensi Dasar;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta vang
tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum
pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor
Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam
Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum
dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam
diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya.

Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sevagaimana mestinya
Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta vang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Maret 2009 M
05 Rabiul Awal 1430 -H

Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama R.1., Jakarta
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Banda Aceh

LA

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pidie, Sigli

6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pidie, Sigli



